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ABSTRAK

Masyarakat lebih memilih memiliki buku dengan cara yang lebih ekonomis, 
yaitu dengan cara memfotokopi atau membeli buku bajakan dengan harga jauh lebih 
murah dibandingakan aslinya. Praktek foto kopi dapat dikategorikan sebagai tindakan 
pelanggaran Hak Cipta, karena foto kopi merupakan tindakan memperbanyak suatu 
karya tanpa izin dari pengarang dan memberi keuntungan ekonomi atas jasa foto 
kopi, yang didalamnya melekat hak bagi pencipta baik hak moral maupun hak 
ekonomi. Dilain pihak kegiatan tersebut mendapat pengecualian yang diuraikan Pasal 
15 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002.

Pasal tersebut mengandung ketidakjelasan mengenai kepentingan yang dapat 
dikatakan wajar. Oleh karena itu, bagaimana indikator kepentingan wajar serta 
bagaimana ketentuan penegakan hukum dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. 
Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana bahan-bahan yang 
ada akan didiskusikan kepada penulis, akademisi, serta pihak terkait lainnya.

Secara tersirat dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 
menjelaskan indikator yang dapat dikategorikan sebagai kepentingan wajar, namun 
didalamnya tidak menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai indikator 
kepentingan yang wajar tersebut, berbeda dengan aturan-aturan di Kanada dan 
Amerika Serikat yang menyebutkan secara jelas indikator dari kepentingan yang 
wajar tersebut. Seharusnya dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 disebutkan 
secara jelas indikator apa yang dimaksud kepentingan yang wajar. Ketentuan 
Penegakan Hukum ini secara normatif telah memadai, namun dalam aplikasinya 
sampai saat ini belum ada laporan dan penanganan kasus perlindungan Hak Cipta 
penulis buku.
Kata Kunci : Hak Cipta, Pelanggaran, Pengecualian, Indikator, Sanksi.
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BABI

PENDAHULUAN

Latar Belakang1.1.

Manusia menjadi makhluk yang paling berharga di bumi ini, karena 

kemampuan akal dan fikirannya perkembangan manusia menjadi lebih berarti. 

Manusia menciptakan sesuatu guna memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Hukum alam menyebutkan bahwa hanya yang paling kuatlah yang akan

bertahan. Dalam kehidupan orang yang mau berbenahlah yang akan bertahan. Orang

yang senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan melengkapi dirinya

idengan ketermpilan terbaru adalah orang-orang yang akan bertahan.

Dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-II, yang

berbunyi:

“Setiap orang berhak mengembangkaan diri melalui pemenuhaan kebutuhan 
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya 
dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Perpustaakaan dan Pelanggaran Hak Cipta, http://www.heri_abi.staff.ugm.ac.id/ 
index.php?option=com_content&task=view&id=31&ltemid=33, tanggal akses 25 Februari 2009

1
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Berdasarkan Pasal 28C UUD 1945 tersebut terdapat beberapa unsur penting
2

dalam pengelolaan sistem hak kekayaan intelekual, yakni:

a. Pengembangan diri;

b. Kebutuhan dasar;

c. Cakupan kemanfaatan;

Ilmu pengetahuan;i.

Teknologi;li.

Seni dan budaya;m.

d. Peningkatan kualitas hidup; dan

e. Kesejahteraan umat manusia.

Ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya merupakan representasi bidang-

bidang yang terlibat dalam berbagai karya intelektual dan setiap orang perlu

memanfaatkan bidang-bidang tersebut. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu

kebutuhan pokok manusia. Ilmu pengetahuan dapat diperoleh dengan bermacam cara.

Buku merupakan sarana yang digunakan manusia untuk memperoleh ataupun

membagi ilmu pengetahuan.

Indeks pembangunan manusia Indonesia terus menurun. Pada tahun 1995, 

Indonesia menduduki peringkat ke 104 dunia jauh di atas Vietnam yang saat itu 

berada di peringkat 120 dunia. Pada tahun 2005 peringkat Indonesia merosot ke

2 Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, PT. Alumni, Bandung 
2005, hlm. 101
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110 dunia sedangkan Vietnam naik menjadi peringkat 108 dunia. Penyebab 

turunnya peringkat Indonesia adalah akibat penurunan kinerja perekonomian

urutan

utama

saat krisis moneter.

Perkembangan perekonomian yang tidak menguntungkan ini memberikan 

dampak buruk terhadap masyarakat untuk memperoleh pendidikan secara layak di 

sebagian besar lapisan serta golongan masyarakat. Seperti untuk pembelian buku 

sebagai satu diantara sarana untuk menunjang manusia untuk memperoleh 

pengetahuan dan pendidikan, tidak semua masyarakat mampu untuk memilikinya. 

Oleh karena itu masyarakat lebih memilih untuk memiliki buku dengan cara yang 

tergolong lebih ekonomis yaitu dengan cara memfoto kopi.

Pelanggaran HAKI ( Hak Atas Kekayaan Intelektual ) termasuk didalamnya

pembajakan dan pelanggaran Hak Cipta tampaknya telah mendarah daging dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini merugikan secara signifikan bagi pelaku 

ekonomi, terutama pemilik sah dari hak intelektual tersebut. Begitu juga dengan 

konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga akan terganggu dengan adanya 

tindak pelanggaran HAKI.

Dalam suatu karya cipta melekat dua hak bagi pencipta atau pengarang. Hak 

tersebut adalah hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak 

dimiliki pencipta atau pengarang untuk menikmati keuntungan ekonomi

Indonesia peringkat 110 dunia indeks pembangunan manusia,
http://www.freehsts.org/post/ppi/ppiindia-lndonesia-Peringkat-110-Dunia-lndeks-Pembangunan-
Manusia, tanggal akses 2 April 2009.

yang

yang

http://www.freehsts.org/post/ppi/ppiindia-lndonesia-Peringkat-110-Dunia-lndeks-Pembangunan-
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diperoleh dari setiap eksploitasi karya ciptaannya. Sedangkan hak moral merupakan 

hak untuk menjaga integritas karya ciptaanya dari setiap intervensi pihak lain yang 

dapat merusak kreativitas pencipta atau pengarang. Artinya, segala bentuk usaha 

dengan memanfaatkan hasil karya orang lain yang dapat mendatangkan keuntungan 

bagi seseorang tanpa memperoleh izin dari pencipta karya tersebut dapat 

dikategorikan sebagai tindak pelanggaran Hak Cipta. Selain itu usaha untuk 

karya orang lain yang dapat merusak integritas karya tersebut dapat juga 

dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Hak Cipta.

meniru

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila 

perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.4 

Dan suatu perbuatan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila:

a. Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan

menurut sifatnya yang asli;

b. Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan

dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak

Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-

4 Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga 
tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam 
pengertian "mengumumkan atau memperbanyak", termasuk kegiatan menerjemahkan, 
mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, 
mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan 
mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.
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undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika 

Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau;

c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagia n dari kantor 

berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, 

dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

d. Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan:

- penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan

suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari

Pencipta;

- pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna 

keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;

- pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna 

keperluan:

(i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan;atau

(ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan 

ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
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Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra 

dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika 

Perbanyakan itu bersifat komersial;

Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas 

dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan 

umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat

nonkomersial semata-mata untuk keperluandokumentasi yang

aktivitasnya;

perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis

atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;

pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik

Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Secara tidak sadar banyak masyarakat melakukan tindakan yang merupakan 

bentuk pelanggaran Hak Cipta. Kegiatan pelanggaran Hak Cipta seperti tindakan 

legal yang setiap orang dapat melakukanya. Oleh karena itu Hak Cipta serta hasil 

ciptaan perlu dilindungi. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam Undang-Undang 

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ( selanjutnya disingkat UUHC ) dengan 

menempatkan sanksi pidana terhadap para pihak yang melakukan tindak pidana Hak 

Cipta tersebut.

Nomor
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Dalam hal ini yang dapat melakukan tindak pidana Hak Cipta adalah 

dan korporasi / badan hukum. Kenyataan bahwa yang dapat menjadi pelaku tindak 

pidana itu adalah manusia dapat disimpulkan dari ketentuan pidana pada Bab XIII 

UUHC sebagai berikut:

manusia

Pasal 72

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) 
dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau 
denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling 
lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, 
atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta 
atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah).

(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan 
untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 
(lima ratus juta rup iah).

(4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
1.000. 000.000.00 (satu miliar rupiah).

(5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 
55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipid;__ 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
150.000. 000.00 (seratus lima puluh juta rupiah).

ana
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(8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rppenjara

1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Kata “barang siapa” dalam rumusan pasal di atas, tidak dapat diartikan lain

daripada “orang” atau “manusia”. Dan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana 

Hak Cipta dapat dirumuskan dari Pasal 9 UUHC yang menyebutkan :

“Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya 
dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut 
dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya”.

Dapat dilihat dalam pasal diatas bahwa badan hukum dapat menjadi pencipta,

artinya apabila badan hukum dapat menjadi pencipta, maka badan hukum dapat

menjadi pelaku tindak pidana Hak Cipta. Jika dikaitkan dalam Pasal 55 KUHP yang

menyebutkan :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta 

melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan 

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, 
atau

ancaman
penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau 

keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan 
perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang 
diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP dapat dinyatakan bahwa semua yang

tergolong sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana pelanggaran Hak 

Cipta serta para pihak yang dapat dipidana merupakan mereka yang talah tercantum
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dalam Pasal 55 KUHP tersebut artinya baik manusia maupun badan hukum jika 

mereka terlibat dalam pelanggaran Hak Cipta maka mereka dapat menjadi pelaku 

tindak pidana Hak Cipta, seperti melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal

72 UUHC.

Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 menempatkan 

tindak pidana Hak Cipta sebagai delik biasa, yang dimaksud untuk menjamin 

perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya. Seyogianya lewat delik biasa si 

pemegang Hak Cipta dapat lebih terjamin haknya, sebab tanpa diperkarakannya 

terlebih dahulu atau tanpa pengaduan dari si pemegang Hak Cipta, pihak kepolisian 

atau penyidik lainnya dapat menindak pelaku tindak pidana Hak Cipta tanpa ada

pengaduan terlebih dahulu.

Ketentuan Pasal 12 ayat 1 UUHC menetapkan ciptaan-ciptaan yang dilindungi 

adalah ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:5

a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out ) karya tulis yang 

diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan;

d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

5 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 132
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f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni 

kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan,

g. Arsitektur;

h. Peta;

i. Seni batik;

j. Fotografi;

k. Sinematografi;

l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari 

hasil pengalihwujudan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 UUHC bahwa buku merupakan satu

diantara ciptaan yang dilindungi. Memfoto kopi sebuah buku dengan mudah dapat

dilakukan setiap orang, padahal dalam buku tersebut telah melekat Hak Cipta

seseorang sehingga apabila dilanggar akan menimbulkan tindak pidana. Pelanggaran

Hak Cipta berakibat akan membunuh kreatifitas pengarang. Pengarang akan malas 

untuk menulis karena hasil karyanya difoto kopi sehingga merasa dirugikan baik 

secara moril maupun materiil.

Dalam UUHC Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak 

eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak 

ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan- 

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Secara harfiah hak eksklusif terdiri dari kata hak dan eksklusif, hak berarti 

kekuasan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan eksklusif berarti terpisah dari yang 

lain, khusus. Jadi dapat dikatakan bahwa hak eksklusif adalah kekuasaan seseorang 

untuk berbuat sesuatu yang bersifat khusus.6 Tetapi hak eksklusif yang dimaksud 

dalam Pasal 1 angka 1 UUHC mengandung pengertian bahwa tidak ada pihak lain 

yang boleh melakukan kegiatan pengumuman atau memperbanyak karya cipta tanpa 

seizin pencipta, terlebih kegiatan tersebut bersifat komersil. Dalam pengertian 

“mengumumkan atau memperbanyak44, termasuk kegiatan menerjemahkan, 

mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, 

meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, 

menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui 

sarana apapun.7 Dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC dikemukakan bahwa Hak 

Cipta bukanlah suatu hak yang berlakunya secara absolut dan bukan hanya mengenai

hak saja.

Secara umum Hak Cipta memberikan pencipta penguasaan yang besar 

terhadap karya mereka, ada empat perlindungan mendasar bagi pencipta, yaitu:9

1. Hak untuk memperbanyak karya cipta.

2. Hak untuk menjual atau mendistribusikan karya cipta.

7 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Kedua 
Penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

8 Eddy Damian, op.cit, hlm. 106
g

Firman Hidayat, Dalam Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Eksklusif Pencipta 
Dalam Praktek Fair Use ( Perbandingan Yuridis Terhadap Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 
2002 Dengan US CODE Title 17- Copyright), Fakultas Hukum, UNSRI, Inderalaya, 2004, hlm. 4
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3. Hak untuk mempersiapkan karya cipta baru berdasarkan karya

sebelumnya.

4. Hak untuk mempertunjukkan karya ciptanya ( seperti pertunjukan 

dipanggung ataupun melalui lukisan ) di depan umum.

Hak eksklusif yang diberikan oleh UUHC atas pencipta suatu karya cipta juga 

diberikan beberapa pengecualian. Pengecualian yang paling terkenal adalah “fair 

Use”. Fair Use merupakan batasan yang paling penting dalam hak eksklusif

pemegang Hak Cipta yaitu hukum Hak Cipta memberikan kemudahan untuk

memperbanyak suatu karya ciptaan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari

pencipta karya cipta tersebut dalam beberapa hal, seperti memperbanyak atau

mengkopi sebagian dari karya cipta oleh pengajar ataupun pelajar untuk tujuan sarana

penunjang suatu penelitian.

Dalam dunia pendidikan sering ditemui praktek-praktek fair use. Tindakan 

tersebut merupakan sarana termudah dan termurah dalam usaha pelajar untuk 

menambah literatur dan ilmu pengetahuan mereka. Dengan kata lain buku-buku 

tersebut diperbanyak dengan cara memfoto kopi dengan tanpa seizin pengarang 

maupun penerbit buku tersebut.

Rumusan mengenai pengecualian dalam Hak Cipta yang juga berhubungan 

dengan fair use tercantum dalam Pasal 15 UUHC yang menyebutkan, dengan syarat 

bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai
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pelanggaran Hak Cipta satu diantaranya jika penggunaan ciptaan pihak lain untuk 

kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, 

penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan 

yang wajar dari pencipta.

Praktek foto kopi dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran Hak

Cipta. Hal ini disebabkan karena foto kopi merupakan tindakan memperbanyak suatu 

karya tanpa izin dari pengarang dan memberi keuntungan ekonomi atas jasa foto

kopi, yang didalamnya melekat hak bagi pencipta baik hak moral maupun hak

ekonomi. Dilain pihak kegiatan tersebut mendapat pengecualian yang telah diuraikan

dalam Pasal 15 UUHC.

Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran Hak 

Cipta akan lebih jelas dapat diketahui apakah tindakan tersebut merupakan 

pelanggaran Hak Cipta atau tidak serta keefektifannya penegakan hukum terhadap 

pelanggaran Hak Cipta dapat dilihat dari tingkat kewajaran yang ditentukan dalam 

UUHC dan penegakan hukum yang tercipta. Hal ini yang melatarbelakangi penulisan 

skripsi dengan judul “Pelanggaran Hak Cipta Yang Tidak Merupakan Tindak Pidana 

dari Perspektif Hukum Pidana
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Perumusan Masalah1.2.

Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan permasalahan sebagai

berikut:

1. Bagaimanakah indikator kepentingan yang wajar dalam Pasal 15 huruf a 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ?

2. Bagaimanakah ketentuan Penegakan Hukum dalam Undang-Undang No. 

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap perlindungan Hak Cipta

penulis buku ?

1.3. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini

Hak Cipta, maka perlu diadakannya pembatasan ruang lingkup pembahasan agar 

analisis lebih terarah sehingga dapat diperoleh ketajaman analisis. Sehubungan 

dengan itu, maka penulis membatasi pembahasan masalah yang berhubungan dengan 

indikator kepentingan yang wajar dalam Pasal 15 huruf a Undang-Undang No. 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan ketentuan Penegakan Hukum Undang-Undang 

No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap perlindungan Hak Cipta penulis 

buku.
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1.4. Tujuan dan Manfaat

1.4.1. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah .

a. mengetahui indikator kepentingan yang wajar dalam Pasal lo huruf a 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

b. mengetahui ketentuan penegakan hukum Undang-Undang No. 19 

Tahun 2002 terhadap perlindungan Hak Cipta penulis buku.

1.4.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dapat membantu memberikan sumbangan keilmuan terhadap hukum,

khususnya Hak Cipta.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas, para penegak 

hukum, pembuat undang-undang, serta pihak-pihak yang terkait dalam 

suatu perlindungan terhadap Hak Cipta dapat menempatkan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga apabila 

terjadi pelanggaran Hak Cipta, penulis atau masyarakat pencipta suatu 

karya cipta tersebut dapat menuntut hak-hak mereka sebagai pencipta. 

Sedangkan untuk para penegak hukum diharapkan dapat menjalankan 

tugas untuk melindungi hak-hak para pencipta sesuai dengan aturan
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hukum yang berlaku. Serta dapat dijadikan pedoman untuk 

undang-undang yang berlaku saat ini yang dinilai masih belum 

mengakomodir seluruh kepentingan yang berhubungan dengan Hak

merevisi

Cipta.

1.5. Metode Penelitian

Untuk memperoleh bahan yang cukup relevan dengan penyusunan skripsi ini,

maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1.5.1. Bentuk Penelitian

Bentuk Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk 

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau 

gejala-gejala lainnya.10 Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas 

hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori 

lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.11 Disamping 

itu, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan yuridis normatif yang diartikan sebagai 

prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan

suatu

n Soerjono Soekanto' Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 10 
Ibid.
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logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya logika keilmuan yang ajeg,

dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah

dan cara-cara kajian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya 

•12ilmu hukum itu sendiri.

1.5.2. Bahan dan Sumber Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan ketiga macam

bahan hukum yaitu:

1) bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah dan judul

skripsi yang penulis susun, seperti Undang-Undang No. 19

Tahun 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa peraturan lainnya;

2) bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku hukum maupun

karya tulis yang dimuat dalam berbagai media cetak, jurnal

hukum, karya-karya ilmiah dari internet, surat kabar, majalah, 

literatur dari buku-buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi 

ini, serta sumber bacaan lainnya.

3) bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus, indeks dan lain-lain 

untuk mencari arti beberapa istilah-istilah yang dipergunakan.

12 Jonny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum, Bayu Media, Malang, 2006, hlm. 47
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1.5.3. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini melalui studi dokumen 

untuk mendapatkan bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan

skripsi ini.

1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Terhadap bahan hukum telah diperoleh dan dikumpulkan, akan dilakukan

analisis yang bersifat content analysis yang berarti suatu teknik penelitian 

untuk membuat perujukan pengenalan karakteristik tertentu didalam teks 

secara sistematis dan objektif.13 Bahan-bahan yang telah diperoleh tersebut 

didiskusikan kepada penulis, POLTABES Palembang, Direktorat Jenderal

Hak Kekayaan Intelektual atau perwakilannya didaerah Sumatera Selatan

dalam hal ini Kanwil Departemen Hukum dan H AM. Hal ini dilakukan

untuk memperoleh informasi yang jelas untuk menjawab permasalahan

tentang indikator kepentingan yang wajar dalam Pasal 15 huruf a Undang- 

Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan ketentuan Penegakan 

Hukum Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap 

perlindungan Hak Cipta penulis buku. Setelah seluruh bahan diperoleh dan 

diolah, maka akan ditarik suatu kesimpulan secara deduktif, maksudnya 

adalah kegiatan atau proses berfikir yang merupakan kebalikan dari

13 Analisa Film Laskar Pelangi Dengan Menggunakan Metode Analisis Naratif Dalam Konteks 
Modern VS Tradisional, http://www,babelprov.go.id/content/Analisa-Film-Laskar-Pelangi-Dengan- 
Menggunakan-Metode-Analisis-Naratif-Dalam-Konteks-Modern-VS-Tradisional, tanggal akses 28 
Agustus 2009.

http://www,babelprov.go.id/content/Analisa-Film-Laskar-Pelangi-Dengan-Menggunakan-Metode-Analisis-Naratif-Dalam-Konteks-Modern-VS-Tradisional
http://www,babelprov.go.id/content/Analisa-Film-Laskar-Pelangi-Dengan-Menggunakan-Metode-Analisis-Naratif-Dalam-Konteks-Modern-VS-Tradisional
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penalaran induktif. Cara berfikir seperti ini beranjak dari pernyataan yang 

bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

14 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008,
hlm. 35
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